KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setien@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 4 /PPID-KKP/III/2026
TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. Bahwa untuk memantau dan meningkatkan
pelaksanaan keterbukaan informasi publik perlu
melaksanakan monitoring dan evaluasi internal
keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang
Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48406)
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi

Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022
tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

KESATU :  Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Keterbukaan Informasi  Publik di  Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang
selanjutnya disebut Tim Monev Keterbukaan Informasi
Publik di Lingkungan KKP Tahun 2026, yang terdiri atas
Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA :  Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
KKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas:

a. Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh proses penilaian dan
validasi kuesioner penilaian mandiri (self
assessment questionnaire);

2. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan
bersama Sekretaris dan Anggota;

3. Mengarahkan dan mengevaluasi kinerja Tim
Penilai; dan

4. Menyampaikan hasil akhir penilaian kepada PPID

Kementerian secara formal



KETIGA

KEEMPAT

b. Sekretaris

1. Menyusun jadwal penilaian monitoring dan
evaluasi dan mengelola administrasi kegiatan
penilaian (notulen, berita acara dan
dokumentasi);

2. Menjembatani komunikasi antar anggota tim dan
dengan unit organisasi yang dinilai;
Menyiapkan laporan dan rekap hasil penilaian;
Mengelola arsip dan sistem dokumentasi secara
rapi dan sistematis.

c. Anggota

1. Menganalisis dokumen kuesioner penilaian
mandiri dan bukti dukung dari PPID Pelaksana;

2. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen
penilaian kuesioner;

3. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen
penilaian ke lapangan apabila diperlukan;

4. Memberikan skor berdasarkan indikator dan
kriteria yang telah ditetapkan;

5. Memberikan catatan evaluatif dan rekomendasi
perbaikan kepada unit organisasi yang dinilai;

6. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi,

diskusi tim, dan sidang pleno penilaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA, Tim Monev Keterbukaan
Informasi Publik di lingkungan KKP bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal
selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian melalui Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

selaku PPID Kementerian.

Masa kerja Tim Monev KIP di Lingkungan KKP
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung



KELIMA

KEENAM

S
sejak Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini

mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2027.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ditandatangani
Secara Elektronik
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 4/PPID-KKP/I11/2026 TENTANG
TIM PENILAI MONEV KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KKP TAHUN 2026

TIM MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

Penanggung Jawab
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selaku
PPID Kementerian

Tim Penilai

No.

Nama/Jabatan/Asal Unit Organisasi

Kedudukan
dalam Tim

1

Diding Sutardi, Ketua Tim Kerja Layanan
Informasi Publik, Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal

Ketua

Januarli Marino, Pranata Hubungan
Masyarakat Ahli Madya, Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal

Anggota

Dianaddin, Pranata Humas Ahli Muda,
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjal
Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

Anggota

Supriyatun, Penata Perizinan Ahli Madya,
Pusat Data dan Informasi, Sekretariat
Jenderal

Anggota

Nanda Anindita, Penelaah Teknis
Kebijakan, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut

Anggota

Roka Pratama, Penelaah Teknis
Kebijakan, Sekretariat Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut

Anggota

Leri Nuriadi, Pranata Humas Muda,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan

Anggota

Nur Kholis, Analis Humas, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Anggota

Cahyo Priono, Pranata Humas Pertama,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap

Anggota
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No.

Nama/Jabatan/Asal Unit Organisasi

Kedudukan
dalam Tim

10

Jenny Andea Pertiwi, Pranata Humas
Pelaksana, Sekretariat Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap

Anggota

11

Gayatri Pramudhita, Analis Data dan
Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap

Anggota

12

F. Himawan Sunarta, Pranata Humas
Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Anggota

13

Uhir EH Tampubolon, Pengelola Layanan
Kehumasan, Sekretariat Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya

Anggota

14

Aditya  Herdianto, @ Pranata  Humas
PertamA, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Anggota

15

Samsi Haryono, Pranata Humas Muda,
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan

Anggota

16

Febri Firmansyah S, Analis Publikasi,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Anggota

17

Nur Rakhma Novika, Pranata Humas
Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Anggota

18

Oko Marisno, Pranata Humas Pertama,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Anggota

19

Bachtiar Andrian Syaifullah, Analis
Kebijakan  Ahli Madya, Sekretariat
Inspektorat Jenderal

Anggota

20

Sinta Nurwijayanti, Pranata Humas
Madya, Sekretariat Badan Penyuluhan
dan  Pengembangan  Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Anggota

21

Kasmawati, @Pranata Humas Muda,
Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Anggota

22

Rochma Widia Lestari, Pranata Humas
Muda, Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Anggota
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No.

Nama/Jabatan/Asal Unit Organisasi

Kedudukan
dalam Tim

23

Falsa Besti Pralampita, Analis Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan, Sekretariat
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Anggota

24

Irwan Fakhry,Perencana Ahli Madya,
Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Anggota

25

Reynaldy Indra Syahputra, Pranata
Hubungan  Masyarakat Ahli Muda,
Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Anggota

26

Ary Budhy Purwoko, Analis Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Anggota

27

Dedy Heru Susanto, Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan

Anggota

28

Woro Nur Endang Sariati, Plt. Sekretaris
BPPMHKP, Sekretariat Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggota

29

Mochamad Aji Purbayu, Pranata Humas
Muda, Sekretariat Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Anggota

30

Evi Aryati, Analis Humas, Sekretariat
Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggota

31

Achmad Gunardi, Analis Kerja Sama,
Sekretariat Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Anggota

32

Ma’ruf Kurniawan, Penata Layanan
Operasional, Sekretariat Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggota

33

Fadli Farid Bachmid, Penata Layanan
Operasional, Sekretariat Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggota
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No.

Nama/Jabatan/Asal Unit Organisasi

Kedudukan
dalam Tim

34

Eka Setyawati, Penata Layanan
Operasional, Sekretariat Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggota

35

Fauzana Mega Feryandanie, Petugas
Layanan Informasi

Anggota

Sekretariat

No.

Nama/Jabatan/Asal Unit Organisasi

Kedudukan
dalam Tim

Mila Akmalia Budirini, Pranata Humas
Pertama, Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat
Jenderal

Sekretaris

Rae Anggrainy, Arsiparis Pertama, Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

Sekretaris

Awaluddin, Pranata Komputer Pertama,
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja
Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

Anggota

Ibnu Fatkhan, Pustakawan Pertama, Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

Anggota

Bagus Mias Putra Khahar, Pranata
Humas Pertama, Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal

Anggota

Ery Miranda, Penata Layanan
Operasional, Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat
Jenderal

Anggota

Sri Puspita Sari, Petugas Pemantauan
Data Sumber Terbuka, Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal

Anggota

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN
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